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ABSTRAK

Larangan pernikahan sara urang tidak terdapat dalam hukum Islam dan
hukum positif, akan tetapi larangan pernikahan sara urang ini masih berlaku secara
turun temurun serta tidak boleh dilanggar karena asumsi adanya malapetaka
terhadap pelaku dan masyarakat setempat. Penelitian ini membahas tindakan
masyarakat yang masih mempraktikkan larangan pernikahan sara urang, adat ini
melarang adanya pernikahan antara sesama masyarakat Kampung pedekok.
Larangan pernikahan tersebut berlaku bagi seluruh penduduk kampung, meskipun
mereka berasal dari luar suku Gayo. Masyarakat masih mempercayai bahwa
pelanggaran terhadap aturan adat ini memberi dampak tidak baik bagi pelaku,
seperti adanya sanksi adat berupa mugeleh koro (memotong kerbau), parak dan
jeret naru. Disisi lain terdapat pula yang tidak setuju dengan adanya aturan adat
larangan pernikahan sara urang.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan pokok: mengapa
masyarakat Gayo melarang pernikahan sara urang, apa motif tindakan sosial dalam
larangan pernikahan sara urang, dan bagaimana larangan pernikahan sara urang di
Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Perspektif
sadduz dzari’ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
dengan menggunakan pendekatan sosiologi-normatif. Penelitian ini diolah
menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang terdiri dari tindakan rasional
instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan efektif dan tindakan tradisional.
Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori sadduz dzari’ah oleh Ibnu

Qayyim.

Masyarakat melalukan adat larangan pernikahan sara urang didasarkan
pada pertimbangan dan tujuan untuk menjaga sistem kekerabatan dan menjaga
syariat Islam dalam pergaulan di lingkungan masyarakat serta menjaga resiko-
resiko buruk yang kemungkinan terjadi, hal ini termasuk dalam tindakan rasional
instrumental. Hal tersebut termasuk juga tindakan rasional nilai yaitu semua
masyarakat menyepakati dan masih melestarikan adat larangan pernikahan sara
urang karena ingin mendapat hikmah dan keberkahan. Bagi mereka yang tidak
setuju dengan adanya larangan pernikahan sara urang, namun mereka tetap
mengikuti aturan adat yang telah disepakati karena ada rasa empati sehingga hal ini
termasuk dalam tindakan efektif. Masyarakat Kampung Pedekok masih
mempraktikkan larangan adat pernikahan sara urang sebagai bentuk tindakan
tradisional yaitu untuk melestarikan adat dan budaya nenek moyang dan para
leluhur terdahulu. Adapun larangan pernikahan sara urang dalam perspektif sadduz
dzari’ah masuk ke dalam suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan,
namun terkadang bisa menimbulkan kerusakan (mafsadah). Kebaikan yang
ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya.

Kata kunci: Larangan, Pernikahan, Sara Urang.



ABSTRACT

The prohibition of sara urang marriage is not found in Islamic law and
positive law, but the prohibition of sara urang marriage is still valid from
generation to generation and should not be violated because of the assumption of
a catastrophe against the perpetrator and the local community. This research
discusses the actions of people who still practice the prohibition of sara urang
marriage, this custom prohibits marriage between fellow pedekok villagers. The
marriage ban applies to all villagers, even those from outside the Gayo tribe. The
community still believes that violating this customary rule has an unfavorable
impact on the perpetrator, such as customary sanctions in the form of mugeleh koro
(cutting buffalo), parak and jeret naru. On the other hand, there are also those who
disagree with the customary rules prohibiting sara urang marriages.

This research seeks to answer the main questions: why the Gayo community
prohibits sara urang marriage, what are the motives for social action in the
prohibition of sara urang marriage, and how the prohibition of sara urang
marriage in Pedekok Village, Pegasing Subdistrict, Central Aceh Regency from the
perspective of sadduz dzari’ah. This type of research is field research using a
sociology-normative approach. This research is processed using Max Weber's
social action theory which consists of instrumental rational action, value rational
action, effective action and traditional action. Then this research also uses the
theory of sadduz dzari’ah by 1bn Qayim.

The community carries out the custom of prohibiting sara urang marriage
based on considerations and objectives to maintain the kinship system and maintain
Islamic law in social relations in the community and maintain the bad risks that
might occur, this is included in instrumental rational action. This also includes
rational value actions, namely all people agree and still preserve the custom of
prohibiting sara urang marriage because they want to get wisdom and blessings.
For those who do not agree with the prohibition of sara urang marriage, they still
follow the agreed customary rules because there is a sense of empathy so that this
is included in effective action. The people of Pedekok Village still practice the
customary prohibition of sara urang marriage as a form of traditional action,
namely to preserve the customs and culture of their ancestors and previous
ancestors. The prohibition of sara urang marriage in the perspective of sadduz
dzari’ah falls into an act that is basically permitted, but sometimes it can cause
damage (mafsadah). The good caused is greater than the bad.

Keywords: Prohibition, Marriage, Sara Urang.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
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Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif - Tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
= Ta’ T Te
= Sa’ S es (dengan titik di atas)
< Jim J Je
c Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ Kh ka dan ha
’ Dal D De
’ Zal v ze (dengan titik di atas)
3 Ra’ R Er
’ Zai z Zet
< Sin S Es
4 Syin Sy es dan ye
- Sad S es (dengan titik di bawah)
- Dad D de (dengan titik di bawah)
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b
Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L o
zZa’ 4 zet (dengan titik di bawah)
< ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
c Gain G Ge
= Fa’ F Ef
° Qaf Q Qi
Kl
Kaf K Ka
- Lam L ‘el
¢ Mim M ‘em
° Nun N ‘en
? Waw W W
F-
Ha’ H Ha
’ Hamzah Apostrof
¢ Ya’ Y Ye
Il.  Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
A Ditulis Sunnah
ile Ditulis ‘Illah
1. Ta’ marbitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
sl Ditulis al-Ma’idah
da3l Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).




b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

4 ,laa ditulis Mugaranah al-Mazahib
il
IV. Vokal pendek
1. — Fathah Dituli A
S
2. | - Kasrah Dituli I
S
A Damma Dituli U
h S
V. Vokal panjang
1. Fathah+Alif ditulis A
Oleasin) ditulis Istihsan
2. |Fathah+ya’ mati ditulis A
ol ditulis Unsa
3.  [Kasrah+y a’ mati ditulis I
(s slad! ditulis al- ‘Alwani
4.  |Dammah+ wawu mati ditulis U
b sle ditulis ‘Ulam
V1. Vokal rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis Ai
ab e ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis Au
Ja ditulis Qaul




VI1.Vokal pendek yang brurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Al Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
NP Ditulis la’in syakartum

VIIIl. Kata sandang Alif+Lams

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
ol Al Ditulis Al-Qur’an
osall Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Al )l Ditulis ar-Risalah
eLuall Ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

@I oU Jal Ditulis Ahl ar-Rayi
Al Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

BETBOINERY Ditulis Zawi al-Furid
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara dua orang yang
berlainan jenis kelamin dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang
diakui oleh hukum (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).! Sebuah
pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukun.?
Rukun pernikahan ada lima, yaitu ijab dan gabul, calon mempelai pria, calon
mempelai wanita, wali, dan dua orang laki-laki sebagai saksi. Selanjutnya syarat
yang harus dipenuhi terhadap rukun pernikahan adalah: beragama Islam, bukan
mahram, adanya wali bagi calon pengantin perempuan, dihadiri dua orang saksi,
kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji dan tidak ada paksaan.®

Pernikahan juga merupakan sebuah institusi sosial atau kontrak yang
menghubungkan pria dan wanita dengan tujuan membentuk ikatan emosional,
ekonomi, dan sosial yang diakui secara hukum dan budaya. Perkawinan memiliki
banyak variasi dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, dengan
perbedaan dalam tradisi, upacara, norma, dan nilai-nilai yang melandasi intrusi
pernikahan. Meskipun pernikahan seringkali melibatkan dua individu yang saling
mencintai, aspek-aspek seperti ikatan keluarga, status sosial, keamanan ekonomi,

dan persetujuan orang tua juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah.

! Firdaus Renuat dan Dkk, Hukum Keluarga, cet. ke-1 (Sumatera Barat: Get
Press Indonesia, 2023), him. 4.

2 J. M. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama, cet.
ke-1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), him. 8.

% Aulil Amri, Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam (Banda Aceh:
PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), him. 17.



Di Indonesia mengenal tiga sistem perkawinan yaitu perkawinan endogami,
eksogami dan eleutherogami. Kesempatan untuk menikah di dalam sebuah klan
dikenal sebagai pernikahan endogami. Perkawinan eksogami yaitu disarankan agar
tidak menikah dengan satu klan dan disarankan melakukan pernikahan dengan klan
yang berbeda. Sementara itu, sistem pernikahan yang mengabaikan larangan
pernikahan disebut sebagai pernikahan eleutherogami.*

Konsep selektivitas dalam hukum pernikahan Islam menyatakan bahwa orang
yang ingin menikah harus memutuskan siapa yang boleh dan siapa yang tidak
dinikahi terlebih dahulu. Hukum Islam mengakui adanya batasan-batasan dalam
pernikahan, yang dikenal sebagai mahram (orang-orang yang dilarang menikah)
dalam figih Para ahli fikih telah memisahkan mahram ini ke dalam dua kategori:
mahram mu'abbad (larangan permanen) dan mahram mu'aggat (larangan
sementara).®> Al-Quran juga memberikan aturan yang jelas dan rinci tentang
larangan perkawinan. Dalam terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 22-24, dijelaskan
bahwa tiga belas wanita haram dinikahi yaitu Ibu, saudara perempuan, saudara
perempuan dari ayah, dan anak perempuan, istri anak laki-laki (menantu anak laki-
laki kandung), anak perempuan tiri, saudara perempuan ibu, saudara perempuan

dari saudara perempuan, saudara laki-laki dari saudara perempuan, dan saudara

4 Soerojo Wignjodopoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta:
PT. TOKO Gunung Agung, 1995), him. 132.

> Amilur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di
Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974
sampai KHI, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), him. 145., cet. ke-3 (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 145,



perempuan dari istri. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 menyatakan bahwa menikah antara dua orang dilarang jika mereka:

a. Yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara
neneknya;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan
bibi/paman susuan;

e. Berhubungan dengan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.
Pasal 39 hingga 44 dari Kompilasi Hukum Islam di Bab VI menguatkan larangan

yang disebutkan dalam undang-undang di atas.® Berdasarkan hukum Islam dan

® Bunyi Pasal 39 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
dengan seorang wanita disebabkan: ayat (1) Karena pertalian nasab: a. dengan
seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b.
dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara
yang melahirkannya. Ayat (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang
wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita
bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita
keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan
dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri
keturunannya. Ayat (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui
dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan
seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara
sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi
sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas dengan anak yang disusui oleh istrinya
dan keturunannya.” Bunyi Pasal 40 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara
seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. karena wanita yang
bersangkutan masih terikat sa perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang
masih berada dalam masa idah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak
beragama Islam”. Bunyi Pasal 41 “Ayat (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya
dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan
dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita
dengan bibinya atau kemenakan-nya. Ayat (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap
berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah”.
Bunyi Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam.”



hukum positif, tidak ada Undang-undang yang mengatur larangan perkawinan satu
kampung atau satu wilayah. Akan tetapi, masih ada fenomena kelompok
masyarakat yang menerapkan aturan adat dengan adanya larangan pernikahan.
Masyarakat Gayo di Provinsi Aceh adalah salah satu wilayah yang masih
menerapkan larangan pernikahan sara urang atau satu kampung. Sebagaimana adat
masyarakat Gayo memiliki tradisi yang menganut sistem perkawinan eksogami,
karena dalam aturan adat larangan pernikahan sara urang pernikahan tersebut tidak
memperbolehkan menikah dengan satu wilayahnya. Tradisi tersebut merupakan
ketentuan hukum adat terhadap larangan pernikahan sara urang. Pernikahan sara
urang merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal atau
pernikahan yang dilakukan dengan sesama masyarakat dalam satu desa.
Pemahaman dan kebiasaan ini sudah turun temurun dari nenek moyang masyarakat
adat Gayo dengan memandang bahwa setiap anggota masyarakat Gayo sebagai satu
kesatuan sosial yang diperlakukan dan dianggap sebagai saudara sedarah.’
Perkawinan eksogami ini juga terjadi di kalangan suku Batak yang melarang
terjadinya perkawinan dalam satu marga (larangan menikah berdasarkan kategori
sosial). Tentu hal ini berbeda dengan fenomena larangan pernikahan di masyarakat
adat Gayo yang tidak memperbolehkan menikah dengan sara urang. Maksud dari

kata sara berarti satu dan urang berarti kampung atau desa.® Penerapan larangan

" AR. Hakim Pinan, Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah (Banda
Aceh: CV. Rina Utama, 1998), him. 34.

& Muhammad Siddiq Armia, Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum
Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia, cet, ke-1 (Banda Aceh: Lembaga Kajian
Konstitusi Indonesia: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
2017), him. 23.



pernikahan sara urang dalam kehidupan bermasyarakat dalam satu desa merupakan
sudere sara ine sara ama atau saudara kandung se-ibu se-bapak, tetapi bukan satu
darah turunan yang asli. Menurut pepatah Gayo atau Peri mestike “bujang ber-ama
beru ber-ine ” berarti bahwa pemuda memanggil bapak dan perempuan memanggil
ibu). Artinya, di sebuah desa, setiap individu dihimbau untuk menjalankan aktivitas
kehidupan secara kekeluargaan dan Peri mestike ini juga dipertegas dengan
ungkapan “anakku anakmu dan anakmu anakku.”®

Berkenaan dengan larangan melakukan pernikahan sara urang (sistem
perkawinan eksogami) di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh
Tengah masih memegang erat aturan tersebut. Wilayah ini memiliki jumlah
penduduk kurang lebih 511 jiwa dengan status agama Islam. Pekerjaan di kampung
tersebut mayoritas sebagai petani dan hanya beberapa saja yang bekerja sebagai
ASN dan tingkat pendidikan masih menengah ke bawah, karena kebanyakan
jenjang pendidikannya masih SMA.°

Fenomena larangan perkawinan yang sudah menjadi ketentuan adat ini pernah
terjadi di masyarakat desa Pedekok. Berdasarkan informasi data yang diterima dari
aparatur desa setempat bahwa ada 3 pasangan yang melanggar aturan adat ini. Hal
demikian terjadi pada tahun 1996-an, tahun 2001 dan terakhir tahun 2009. Jika

standar perkawinan sara urang dilanggar oleh masyarakat akan ada konsekuensi

yang harus ditanggung yaitu: 1) mereka harus membayar denda sebagai samak

® Ihsan, “Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat,” RESAM: Jurnal Hukum
Vol. 5, No. 2 (2019): him. 107.

10 Irhamna Sahru Nova, Wawancara dengan Reje Kampung Pedekok
Takengon Aceh Tengah, 17 November 2023.



kampung (pembersih nama baik desa); 2) mereka harus mengikuti aturan yang telah
diberlakukan di desa tersebut; 3) pelaku juga diberikan parak dan diasingkan dari
desa tersebut; dan 4) orang yang melanggar aturan pernikahan sara urang tidak
dianggap Saudara lagi di desa tersebut.!

Terkait larangan perkawinan sara urang di Kabupaten Aceh Tengah terdapat
juga di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Bintang. Kedua daerah tersebut
melarang menikah dengan satu belah (serumpun), sementara di kampung pedekok
Kecamatan Pegasing tidak melarang pernikahan berdasarkan belah saja. Di
kampung Pedekok Kecamatan Pegasing larangan pernikahan berlaku bagi seluruh
penduduk kampung dengan suku yang berbeda, baik dari suku Aceh, Jawa, Batak.
Tentu hal demikian berbeda dengan yang ada di Kecamatan Lut Tawar dan
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan fenomena di atas menarik untuk diteliti mengenai alasan
masyarakat Gayo masih melarang pernikahan sara urang tersebut dengan melihat
banyak dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori
tindakan sosial dari Max Weber dan teori Sadduz Dzari’ah. Beranjak dari
argumentasi yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menyelidiki tentang
“Larangan Pernikahan Sara Urang di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”.

B. Rumusan Masalah

11 Nurdin, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Takengon
Aceh Tengah, 3 Agustus 2023.



1. Mengapa masyarakat Gayo melarang pernikahan sara urang di Kampung

Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?

2. Apa motif tindakan sosial dalam larangan pernikahan sara urang di masyarakat
adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?

3. Bagaimana larangan pernikahan sara urang di Kampung Pedekok Kecamatan
Pegasing Kabupaten Aceh Tengah perspektif Sadduz Dzari’ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah sebelumnya, tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis alasan masyarakat Gayo melarang pernikahan sara
urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

b. Untuk menganalisis motif tindakan sosial dalam larangan pernikahan sara
urang di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah.

¢. Untuk menganalisis tentang larangan pernikahan sara urang di masyarakat
adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
dari perspektif Sadduz Dzari’ah.

2. kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini bermanfaat bagi para
ilmuwan secara keseluruhan dan para peneliti hukum keluarga terutama.
Penelitian ini berfokus pada masalah larangan pernikahan sara urang di
masyarakat adat Gayo, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan

untuk penelitian selanjutnya.



b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman
kita dan bermanfaat dalam kehidupan yang tidak terlepas dari tradisi, dan
adat istiadat yang melekat dalam masyarakat. Selain itu, diharapkan temuan
penelitian ini dapat memberikan edukasi tentang larangan pernikahan sara
urang dalam masyarakat Gayo.

D. Telaah Pustaka

Tema tradisi larangan perkawinan telah dibahas dalam beberapa peneliti
sebelumnya, yang terjadi di lingkungan masyarakat adat baik itu di wilayah peneliti
maupun di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tersebut dikelompokkan
menjadi tiga bagian. Penelitian dengan pendekatan normatif hukum Islam,
penelitian dengan pendekatan empiris-yuridis dan penelitian dengan normatif-
yuridis.

Beberapa penelitian mengenai tradisi larangan pernikahan yang terjadi di
masyarakat dilihat dari pendekatan normatif hukum Islam, sebagai alat untuk
menganalisa tulisannya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Vidya

Nurchaliza,!? Sholihun Gulton,®* Khairuddin,** Ferdi Bintang Mustopa,®®

12 Vidya Nurchaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin
Sasuku di Masyarakat Minangkabau,” Of Islamic Law Studies: Sharia Journal Vol.
3, No. 1 (2020), him. 1-10.

13 Sholihin Gulton, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan
dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan
Pahea Jae Kabupaten Tapanuli Utara)” (Sumatera Utara, Institut Agama Islam
Negeri Sumatera Utara, 2014), him. 1-108.

14 Khamaruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga
Desa Lae Balno Danau Paris Aceh,” Jurnal MEDIASAS Vol. 3, No. 2 (2020), him.
120-134.

1% Ferdi Bintang Mustopa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan
Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi



Hidaytullah Ratuloly dkk,'® Muhammad Danil.” Sholihun Gulton meneliti sebuah
adat yang terdapat di Desa Setia, Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara.
Adat tersebut berupa larangan perkawinan adat yang diakibatkan oleh adanya
ikatan janji, saudara laki-laki dan perempuan, terutama untuk satu marga, dua orang
saudara kandung yang memiliki mertua yang sama, seorang laki-laki menikahi anak
perempuan bibinya atau sebaliknya, yang dilarang (semua mahram karena nasab
menurut Islam), istri dari lae/ipar yang sudah meninggal, anak perempuan dari
saudara perempuan ayah, istri paman, anak perempuan dari teman satu marga,
kerabat yang diadopsi oleh orang tua, menikahi seorang janda yang belum
menyelesaikan masa sembilan bulan kehamilannya, istri teman, seorang wanita
yang mencari perlindungan dari suaminya.

Sholihun Gulton menganalisis topik tersebut dengan pendekatan normatif
hukum Islam. Pada kesimpulan, bahwa larangan pernikahan adat pada Penduduk
Muslim Batak Toba sangat sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun, ada
beberapa hal yang bertentangan dengan ini, seperti: menikah dengan putri dari
saudara laki-laki ayah (kandung), istri dari lae atau ipar yang sudah janda, putri dari

saudara perempuan ayah, anak perempuan dari teman satu marga, saudara adopsi

Kabupaten Srage,” Jurnal LEGITIMA: Hukum Keluarga Islam Vo. 2, No. 1 (2019),
him. 41-57.

16 Hidayatullah Ratuloly dan Dkk, “Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat
Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Of Islamic Law: AL-
TAFAQQUH Vol. 2, No. 2 (2021), him. 1-18.

17 Muhammad Danil, “Larangan Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat
Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam),” Jurnal Al-Ahkam Vo.
X, No. 2 (Desember 2019), him. 1-24.
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orang tua, menikahi janda yang belum yang kehamilannya belum selesali, atau istri
teman yang mencari perlindungan karena tidak cocok dengan suaminya.
Selanjutnya, penelitian yang dianalisis dengan teori Sadduz Dzari’ah, maslahah
mursalah, maqashid syari’ah serta teori ‘Urf Sehubungan dengan Sadduz
Dzari’ah, penelitian Chalwan Syafingi'® menunjukkan bahwa perkawinan ngalor-
ngulon dilarang, sehingga jika ditinjau perbuatan yang apabila dilarang dilakukan
menimbulkan kemaslahatan, yaitu menghargai adat budaya serta menghormati adat
leluhur. Namun, melanggar akan dianggap tidak menghormati tradisi lokal, dan
warisan leluhur. Tidak jauh berbeda dengan penelitian Chalimatus Sa’diyah dan
Abdul Afif*® menunjukkan perkawinan adat jilu yang merupakan dzari’ah awalnya
perkara yang mubah, tetapi akhirnya menyebabkan kerusakan. Ada kemungkinan
bahwa mereka yang melanggar adat tersebut akan menghadapi musibah seperti
sakit, perceraian, atau bahkan kematian. Dalam kasus ini, dzari’ah harus dihindari
karena dampaknya terhadap masyarakat dan mafsadah dari larangan adat ini pada
sosial dan akidah. Larangan pernikahan dalam pemilihan bulan Penelitian Pebi
Rismayanti dan Udin Juhrodin® menunjukkan larangan menikah pada bulan

Muharram jika dilinat dari segi Sadduz Dzari’ah hukumnya haram apabila

18 Chalwan Syafingi, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat
Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sad Ad-Dzari’ah,” Jurnal Misykat
Vol. 3, No. 2 (Desember 2020), him. 112.

19 Chalimatus Sa’diyah dan Abdul Afif, “The Prohibition Of Javanese
Traditional Marriage Jilu In Sadd Al-Dzari’ah Perspektive,” Jurnal Shakhsiyah
Burhaniyah: Penelitian Hukum Islam Vol. 8, No. 2 (2023), him. 160.

20 Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin, “Analisis Sadd’u Dzariah Tentang
Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram Di Desa Lingkar Kec.
Rancaekek Kab. Bandung,” Jurnal JIMMI Vol. 2, No. 2 (2021), him. 1-12.
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melanggar, karena melanggar larangan pernikahan tersebut dapat ditimpa musibah
dan sial atau naas bahkan menjadi dalil untuk kelangsungan rumah tangga.
Adapun penelitian yang tidak jauh berbeda dari Pebi Rismayanti dan Udin
Juhrodin dengan menentukan bulan pernikahan yaitu penelitian Mustafid?*
menunjukan bahwa larangan menikah dengan bulan yang sudah ditentukan akan
membuat waktu diperbolehkan menikah menjadi sempit, sehingga kemaslahatan
umat tidak didapatkan, kekhawatiran ketika larangan untuk menikah pada waktu itu
membuat pasangan yang akan menikah melakukan sesuatu yang senonoh, atas
dasar inilah larangan perkawinan ketika bulan tawon tidaklah sesuai dengan
Magasid Syariah yang menginginkan kemaslahatan. sedangkan larangan
pernikahan di bulan tertentu yang ditinjau dari ‘Urf 'sebagaimana penelitian oleh
Wildan Fauzan?? menyimpulkan bahwa larangan nikah di bulan Takepek termasuk
‘Urf shahih apabila semata-mata menghindari dari rasa keraguan dan kewaswasan
akan dilaksanakannya pernikahan, namun menjadi ‘Urf Fasid ketika kebanyakan
masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan itu dapat mendatangkan

musibabh.

2l Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut
Magashid Syariah,” Jurnal TERAJU: Syariah dan Hukum Vol. 3, No. 2 (September
2021), him. 60-68.

22 Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan
‘Urf,” Jurnal SAKINA: Of Family Studies Vol. 3, No. 4 (2019), him. 1-23.
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Penelitian sebelumnya yang penulis dilihat dari pendekatan sosiologi dan Eko
Setiawan,?® Musrizal Muis,?* Raisul Malik,? Isa Anshori,?® Luh Indri Prasetyarini
dan Ni Komang Sutrisni,?” Roykhtun Nikmah?® menunjukan keyakinan masyarakat
Dukuh Gendek dan Panggih masih sangat percaya pada tradisi larangan pernikahan
ngetan ngulon. Hal tersebut dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi
melakukan hal tersebut. Selanjutnya adanya pergeseran persepsi masyarakat
terhadap larangan perkawinan yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Rangkulti?®
menjelaskan larangan perkawinan semarga mengalami perubahan proses sosial.
Pada awalnya, mereka yang melanggar menerima sanksi yang ketat, tetapi sekarang

sanksi tersebut lebh fleksibel, disebabkan oleh beberapa faktor seperti; cinta,

23 Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa,”
Jurnal Urban Sosiologi Vol. 5, No. 2 (2019), him. 80-89.

24 Musrizal Muis, “Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu
perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo
Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)” (Malang, Universitas Islam Negeri
Malik Ibrahim, 2019), him. 1-113.

2 Raisul Malik, “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori
Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten
Madiun)” (AIN Ponorogo, 2021), hlm. 97.

% Jsa Anshori, “Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme
Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan,
Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam),” Jurnal Halaga: Islamic Education,
2019, him. 1-5.

27 Luh Indri Prasetyani dan Ni Komang Sutrisni, “Penerapan Sanksi Adat
pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,” Jurnal Hukum
Mahasiswa Vol. 3. No. 1 (2023), him. 825-833.

28 Roykhatun Nikmah, “Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) di
Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Equitable Vol. 3, No. 1 (2018), him.
1-26.

2% Muhammad Yusuf Rangkuti, “Penggeseran Persepsi Masyarakat
Terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di
Yogyakarta” (Yogyakarta, Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2023), him. 1-99.
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agama, ekonomi, pendidikan dan budaya. Serupa dengan Roykhtun Nikmah,*
bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat yang masih melaksanakan larangan
perkawinan endogami adalah pemahaman masyarakat rendah tentang agama, peran
tokoh adat yang kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos. Di sisi Lain,
cara masyarakat melihat larangan perkawinan satu suku telah berubah karena
faktor-faktor seperti peningkatan taraf pendidikan, pemahaman masyarakat tentang
ajaran agama, kompleksitas pergaulan individu atau akulturasi dan peran ulama
kuat.

Adapun penelitian terkait dengan perkawinan pada masyarakat Gayo Yaitu
penelitian oleh Nofrin Ariska Beru Sembiring® dalam penelitiannya menemukan
bahwa perkawinan eksogami pada masyarakat perkotaan memiliki pengaruh yang
besar terhadap pernikahan satu belah/satu marga sampai sekarang. Sedangkan di
pedesaan larangan menikah dengan satu belah tidak terlalu dipedulikan, karena
telah terjadi pergeseran adat istiadat di pedesaan. Dari sisi objek serta pendekatan
penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya baik dari tesis maupun artikel
terdapat perbedaan dan novelty pada penelitian yang penyusun teliti. Dari telaah

tersebut belum ada penelitian mengenai larangan perkawinan sara urang di

% Muhammad Yusuf Rangkuti, “Penggeseran Persepsi Masyarakat
Terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di
Yogyakarta” (Yogyakarta, Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2023), him. 86-100.

81 Nifrin Ariska Beru Sembiring dan Dkk, “Eksistensi Perkawinan
Eksogami Masyarakat Gayo di Llingkungan Perkotaan dan Perdesaan (Studi
Penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh
Tengah),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,
2021, him. 93-100.
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masyarakat adat Gayo dengan menerapkan teori tindakan sosial dari Max Weber.

Namun, teori Sadduz Dzari’ah pada penelitian sebelumnya sudah pernah diteliti,

akan tetapi tentu saja banyak perbedaan dengan yang ditulis oleh peneliti baik dari

segi objek dan subjek pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1.

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sosiologi dianggap sebagai ilmu paradigma plural, karena memiliki tiga

paradigma utama yang berbeda-beda. Dengan menerapkan teori paradigma

saat memeriksa aspek hukum, akan memberikan horizon yang luas. Horizon

yang luas ini harus dipertimbangkan secara beberapa, seperti ketika membuat,

memperbaiki, menerapkan atau menegakkan Undang-undang, beberapa

paradigma harus dipertimbangkan, meliputi:

a.

Paradigma fakta sosial, yang mencakup institusi dan struktur sosial seperti
kelompok masyarakat, sistem kemasyarakatan, kekerabatan, posisi, peran,
nilai, tribalisme, keluarga, pemerintah dan lembaga pemerintah, dll.
Paradigma definisi sosial, setiap tindakan sosial terkait dengan individu,
dalam hal ini individu selalu berusaha untuk memahami dan
menafsirkannya. Oleh karena itu, pendapat dan penilaian yang berbeda
tentang seseorang harus mempertimbangkan keanekaragaman individu
saat menjatuhkan hukuman.

Paradigma perilaku sosial, memperhatikan korelasi dan interelasi antara

individu dan lingkungannya, yang dibentuk oleh tingkah laku individu
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dalam masyarakatnya. Selain itu, ketika suatu hukum dibuat atau

ditetapkan, hal ini tentu harus dipertimbangkan.®2

Menurut Max Weber perubahan hukum sesuai dengan perubahan sistem
sosial yang mendukung sistem hukum yang tersebut. IImu sosiologi melihat
fenomena sosial yang muncul seiring perkembangan masyarakat dan
mempengaruhi gejala sosial. Max Weber berpandangan bahwa sosiologi
adalah kajian yang melihat tindakan sosial, dan oleh karena itu fenomena sosial
harus dapat dijelaskan secara alami. Salah satu teori sosial Max Weber adalah
teori tindakan sosial. Dalam hal ini Max Weber mengatakan bahwa tujuan
manusia terhubung dengan ikatan sosial melalui perilaku.*

Fokus utama Max Weber adalah pada perilaku manusia seperti yang
dipersepsikan oleh aktor subjektif, yang mencakup perilaku aktual serta
perilaku yang ditujukan pada satu atau beberapa orang tertentu. Perilaku
terbuka dan tertutup memiliki konotasi subjektif yang dipengaruhi oleh
perilaku orang lain. Untuk memahami perilaku individu dan kelompok, teori
tindakan Max Weber difokuskan pada niat dan motivasi aktor. la memiliki

alasan dan motif untuk melakukan hal-hal tertentu.%

32 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), him. 10-11.

3 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta: PT
Gramedia, 1986), him. 216.

% Max Weber, The Theory Of Social And Economic Organization, Edited
By Talcot Parsons And Translated By A.M. Handerson And Talcott Parsons (New
York: Free Press, 1964), him. 88.
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Salah satu gagasan utama Max Weber adalah teori tindakan sosial.
Tindakan sosial adalah relatif dan spontan dan bermakna. Teori tindakan sosial
ini juga dapat diuraikan menjadi empat bagian, yaitu:

a. Tindakan Rasional Instrumental
Seseorang melakukan kegiatan sosial ini berdasarkan keputusan dan
pertimbangan yang disengaja atas tujuan tindakan dan sumber daya yang
tersedia untuk mencapainya. Tindakan rasional instrumental adalah
melakukan suatu cara dengan tujuan tertentu, dalam hal ini penting bagi
penyusun untuk memahami tujuan dari adanya larangan pernikahan sara
urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh
Tengah.
b. Tindakan Rasional Nilai
Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya
merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar. Tujuan tindakan rasional
nilai untuk mendapatkan estetika maupun moral dan etika. Hal ini penting
bagi penyusun untuk mengetahui nilai moral dari masih mempertahankan
serta melestarikan adat larangan pernikahan sara urang di Kampung
Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
c. Tindakan Afektif
Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi sentimen atau emosi tanpa
persiapan yang disengaja dan pemikiran yang matang. Tindakan efektif
bersifat spontan, tidak rasional, serta tergolong ekspresi emosional dari

individu. Tujuan tindakan ini untuk membangun kasih sayang atau empati,
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dalam hal ini penting bagi penyusun untuk mengetahui dorongan apa yang

menjadikan adat larangan pernikahan sara urang masih dipertahankan

sampal saat ini.
d. Tindakan Tradisional

Tindakan semacam ini adalah hasil dari seseorang yang mengadopsi
kebiasaan dari nenek moyangnya. Perilaku ini dibarengi dengan pemikiran
atau persiapan yang disengaja.® Hal ini penting bagi penyusun untuk
mengetahui asal muasal munculnya adat larangan pernikahan sara urang
yang telah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan menjadi sebuah
aturan yang penting di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing

Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan pada keempat tindakan di atas, penyusun dapat dengan mudah
melihat alasan dan dorongan masyarakat Kampung Pedekok melarang
pernikahan sara urang tentu hal ini memiliki motif dan tujuan tertentu atau
dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu seperti nilai estetika, atau didasari oleh
kondisi emosional dan juga karena sudah menjadi adat secara turun temurun.
Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini karena untuk mengetahui alasan
dan tujuan dari masyarakat masih melestarikan dan mempraktikkan adat
larangan pernikahan sara urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing

Kabupaten Aceh Tengah.

% Herman Aeisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari
Klasik Sampai Modern (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), him. 66-67.
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2. Teori Sadduz Dzari’ah (ixydd) )

Teori Sadduz Dzari’ah merupakan teori ijtihad dalam sumber hukum Islam
yang digunakan untuk membatasi atau mencegah terjadinya kemungkinan
pelanggaran terhadap hukum Islam. Sadduz Dzari’ah, berarti melarang jalan
menuju sesuatu, didefinisikan oleh para ulama sebagai menghentikan sesuatu
yang dapat merusak seseorang atau menghalangi jalan yang dapat merusak
seseorang. Menurut teori ini, jika ada sesuatu yang baik tetapi dapat
menyebabkan kerusakan, hal itu harus dicegah atau dilarang.%®

Menurut ibnu al-Qayyim, yang dikatakan az-zari ’ah itu adalah
T, o ) Vs Ml 65 i g

Artinya: “Az-Zari’ah adalah sesuatu yang menjadi wasilah, perantara dan atau
jalan menuju kepada sesuatu”

Penggunaan ungkapan ‘s dalam definisi di atas memiliki makna yang
luas dan netral. Artinya sebuah perantara (az-zari ’ah) bisa diartikan menuju
pada sesuatu yang diperintahkan (ketaatan dan manfaat), atau dapat menuju
pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kerugian). A/-dzari’ah yang
mengarah pada apa yang diperintahkan atau ketaatan, tentunya diwajibkan.
Sebaliknya, al-dzari’ah yang menuju kepada apa yang dilarang sebaiknya

dilarang, karena berlaku prinsip:

Ll S gl

3 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya
di Indonesia (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), him. 97.

37 Ibnu al-Qayim Al-Jauziyah, I’lam Al-Muwagqi’in An Rabb Al-Alamin, jil.
3 (Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiyah, 1991), him. 109.
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Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan
yang dituju. Meskipun Ibn al-Qayyim netral dalam mendefinisikan a/-dzari'ah,
namun dalam penerapannya menunjukkan sebaliknya. Sama halnya dengan
para pakar hukum Islam lainnya, ia cenderung menyoroti a/-dzari'ah dalam
konteks menuju kepada aspek negatif. la menyajikan hampir seratus contoh
Sadduz Dzari’ah dalam bukunya, atau lebih tepatnya ada 99 bukti yang
dijadikan dasar untuk membenarkan kehujjahan Sadduz Dzari’ah, dan
semuanya mengarah kepada kerugian. Perbuatan atau ucapan yang mengarah
pada kerugian terbagi menjadi dua:

a. Ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan secara langsung ke arah
keburukan.

b. Ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan ke arah yang dibolehkan atau
dianjurkan, tetapi dapat menjadi perantara ke hal yang terlarang baik
disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun perantara yang dibolehkan kepada perkara yang sengaja dilakukan
atau tanpa kesengajaan ini terbagi menjadi dua jenis:

a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari pada kemafsadatannya.®

b. Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat dari pada manfaatnya. Dari sini,
terdapat empat jenis perantaraan:

1) Perantara yang ditujukan kepada perbuatan yang terlarang.

38 Konsep ini yang dinamakan dengan fath az-zari’ah.
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2) Perantara yang ditujukan kepada yang boleh atau dianggap mubah,
tetapi mengarah kepada yang terlarang, baik disengaja maupun tidak,
dimana kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.

3) Perantara yang ditujukan kepada yang dianggap mubah, tetapi
cenderung mengarah kepada yang terlarang, di mana kerugian lebih
besar daripada manfaatnya. Seperti shalat di waktu-waktu yang tidak
dianjurkan, menghina Tuhan-tuhan orang musyrik di hadapan mereka,
dan atau mempercantik diri pada saat wanita berada dalam masa iddah-
nya, dan hal-hal sejenisnya.

4) Perantara yang ditujukan kepada perkara yang dianggap mubah,
meskipun dapat mengarah kepada yang terlarang, namun manfaatnya
lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya. Seperti, melihat
wanita yang sedang bertunangan, atau menikah sebagai orang saksi
yang menjaga nama baiknya, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang
memiliki wewenang di saat larangan, atau berkata benar di depan

penguasa yang zalim.
Ada empat kategori az-zari'ah yang dibedakan oleh Ibnul Qayyim, yaitu:

Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menyebabkan
kerusakan (mafsadah). Hal ini terjadi, ketika orang mengonsumsi alkohol,
yang dapat membuat mabuk dan gelisah, yang menimbulkan pertanyaan
tentang hak-hak anak.

. Suatu perbuatan Pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan

(mustahab), tetapi secara sengaja digunakan sebagai perantara untuk
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terjadi suatu kerusakan (mafSadah). Misalnya, menikahi wanita yang
telah diceraikan dengan tujuan agar wanita tersebut dapat menikah (az-
tahfi]). Praktik jual beli riba adalah contoh lainnya.

c. Suatu tindakan yang pada dasarnya dapat diterima tetapi secara tidak
sengaja menimbulkan kerusakan (mafsadah), biasanya kerusakan akan
tetap terjadi meskipun tidak disegaja. Potensi secara umum, kerugian
akan tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Potensi mafSadah lebih besar
dari pada kebaikan (mas/ah ah) yang dicapai. Salah satu contohnya adalah
penyalahgunaan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik

d. Suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa
menimbulkan kerusakan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih
besar akibatnya dari pada keburukannya. Mengamati seorang wanita yang
sedang dipinang dan mencela penguasa yang zalim adalah dua

contohnya.*

Teori Sadduz Dzari’ah ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis
apakah larangan pernikahan sara urang memiliki dasar hukum yang kuat dan
sejauh mana konsep tersebut memperhatikan asas kemaslahatan dan konteks
hukum Islam. Kemudian teori ini juga membantu dalam memahami implikasi
hukum dari konsep yang diajukan dan memberikan kerangka analisis yang
terkait dengan keabsahan dan perlindungan hukum terkait dengan larangan

pernikahan sara urang dalam konteks hukum Islam.

¥bid., him. 556.
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Kedua teori diatas yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber dan teori
Sadduz Dzari’ah (A0 2) ini penyusun gunakan untuk menganalisis praktik
larangan perkawinan dalam sara urang dalam masyarakat adat gayo di
Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Teori ini
akan membedah mengapa larangan pernikahan sara urang masih dilarang
masyarakat, sebab-sebabnya dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi

adanya larangan pernikahan sara urang.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian ini secara langsung mencari data larangan perkawinan
sara urang di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh
Tengah.
Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif analisis
digunakan untuk memberikan gambaran rinci, akurat dan sistematis tentang
pembahasan yang diteliti. Selanjutnya menganalisis fakta yang ada dilapangan
dan dianalisis dengan baik dan tepat.** Penelitian ini akan mendeskripsikan
motif dan tujuan masyarakat mengapa mempertahankan larangan pernikahan
sara urang di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing

Kabupaten Aceh Tengah serta bagaimana proses praktik larangan pernikahan

40 Sandu Siyanto, Dasar Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015), him. 27.
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sara urang dan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan
sadd Az-Z ari 'ah.
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Sebagaimana
tujuannya sebagai penelaah bentuk dari tindakan sosial dan sadd az-zari'ah
praktik larangan pernikahan sara urang di Kampung Pedekok Kecamatan
Pegasing serta motif dan tujuan dari masyarakat mempraktikkan larangan
tersebut.
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian memakai berbagai upaya untuk mengumpulkan fakta tentang
larangan pernikahan sara urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah, antara lain:
a. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan Reje Kampung/kepala Desa Pedekok,
tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat (muda dan tua, laki-laki dan
perempuan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah), baik secara
langsung (tatap muka) maupun menggunakan komunikasi jarak jauh.
Wawancara yang digunakan secara tidak berstruktur artinya,
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber serta bergantung
kepada kebutuhan informasi yang ingin digali tentang larangan pernikahan
sara urang di masyarakat adat Gayo dari sumber informasi yang dapat
dipercaya.

b. Observasi
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Penelitian ini melakukan langsung terhadap masyarakat Gayo di
kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, untuk
mengetahui lebih lanjut tentang larangan pernikahan sara urang. Semua
aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dicatat melalui proses observasi
dalam metode penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai bukti peneliti melakukan wawancara
dengan narasumber. Informan penelitian ini adalah Reje Kampung, tokoh
adat, dan masyarakat Gayo di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah.

5. Sumber Data
Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer
dan sekunder:
a. Sumber Primer
Sumber primer meliputi observasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan
dengan kebijakan masyarakat untuk melarang pernikahan sara urang pada
masyarakat Gayo atau wawancara dengan tokoh masyarakat seperti Reje
Kampung dan tokoh adat di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing
Kabupaten Aceh Tengah.
b. Sumber Sekunder
Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang mendukung

primer. Namun, ada yang menganggap data sekunder sebagai informasi yang
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dibutuhkan pihak kedua, yang dapat berupa catatan dokumentasi atau orang.
Buku, artikel, dan sumber-sumber lain adalah contoh sumber data sekunder.
6. Teknik Analisis Data
Dalam tesis ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Pada
tahapan ini, data proses dan digunakan sehingga dapat dibuat kesimpulan yang
dapat digunakan untuk menjawab mengapa larangan pernikahan sara urang di
masyarakat adat Gayo masih bertahan sampai sekarang dengan kajian
pendekatan sosiologi hukum Islam. Kemudian menganalisis hasil wawancara
dengan Reje Kampung, tokoh adat, dan masyarakat di Kampung Pedekok
Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
G. Sistematika Pembahasan
Supaya penulis tesis ini menjadi terarah, peneliti menguraikan pembahasan
dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:
Bab pertama, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teori, dan

metode penelitian. Selanjutnya, menjelaskan sistematika pembahasan tesis.

Bab kedua, peneliti akan menguraikan landasan teori tentang syarat dan rukun
pernikahan serta membahas secara rinci terkait dengan larangan pernikahan

perspektif hukum Islam, hukum Indonesia dan hukum adat.

Bab ketiga, tentang gambaran umum. Berisi beberapa sub bab yaitu tentang
kondisi sosial masyarakat, landasan yuridis dan praktik larangan pernikahan sara
urang di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, alasan

masyarakat sendiri melarang pernikahan sara urang. Serta mengetahui respon
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masyarakat dan pemerintah Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah terkait larangan pernikahan sara urang.

Bab keempat, bab ini merupakan bab analisis yang menjawab rumusan
masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, yakni menjabarkan hasil analisis
tentang larangan perkawinan sara urang dalam perspektif tindakan sosial dan
larangan perkawinan sara urang sebagai dasar pencegahan kemafsadatan di
Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian penutup akan dibahas dalam bab lima. Bagian ini peneliti
menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ringkasan dari semua
isi pembahasan, termasuk jawaban singkat rumusan masalah. Sedangkan saran
yaitu kritik, masukan, anjuran maupun rekomendasi yang relevan dengan

kesimpulan yang didapatkan.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terkait alasan pelarangan pernikahan sara urang oleh masyarakat,
yaitu: Pertama pemeliharaan keseimbangan sosial, Masyarakat Kampung
Pedekok lebih memilih untuk menaati aturan adat larangan pernikahan sara
urang dari pada memenuhi sanksi adat yang sudah ditentukan, seperti geleh
koro (memotong kerbau), parak, dan jeret naru. Kedua menjaga sistem
kekerabatan, masyarakat Kampung Pedekok mempercayai bahwa melalui
larangan pernikahan sara urang tersebut, hubungan kekerabatan dan garis
keturunan akan tetap terjaga dengan baik. Ketiga melestarikan dan
menghormati leluhur, Masyarakat meyakini bahwa dengan melestarikan
larangan pernikahan tersebut, masyarakat dapat mencegah pengaruh yang dapat
merusak dan mengubah nilai-nilai dan tradisi. Sebagaimana jika hal tersebut
dilanggar akan mendapatkan sanksi adat. Keempat menjaga nilai keagamaan,
Artinya adat untuk pagarnya agama, kalau renggang adat matilah agama. Oleh
karena itu bagi masyarakat adat perlu diperkuat, jika seandainya boleh menikah
satu kampung, sementara dalam kampung ada istilah muda-mudi pasti salah
satu dari mereka ada yang menjalin hubungan seperti pacaran.

2. Terdapat beberapa alasan motif sosial terhadap larangan pernikahan sara urang
di Kampung pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang
masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini yaitu: Pertama adat
larangan pernikahan sara urang ini merupakan tindakan tradisional masyarakat,

hal ini bertujuan untuk menjaga aturan adat yang telah disepakati oleh nenek

116
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moyang secara turun-temurun. Kedua Tinjauan rasional instrumental ini
berdasarkan pada pencapaian masyarakat dengan tujuan secara logis
diperhitungkan dan diupayakan oleh individu. Motif utama masyarakat
Kampung Pedekok menyepakati adat larangan pernikahan sara urang dengan
tujuan untuk menjaga keharmonisan dan adanya rasa kekeluargaan yang
semakin erat di lingkungan masyarakat. Ketiga nilai sosial, nilai disini memiliki
fungsi tersendiri, nilai memiliki fungsi memberikan pedoman penting untuk
mencapai keinginan masyarakat serta dapat memberikan arahan demi mencapai
tujuan yang diinginkan. Nilai dalam suatu adat dapat menjadi pelajaran dan
berkah bagi terwujudnya harapan masyarakat.

Larangan pernikahan sara urang lebih dianjurkan demi kemaslahatan, menjaga
kekerabatan, menghargai adat budaya, dan menghindari perbuatan zina atau
pergaulan bebas di lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat adat larangan
pernikahan sara urang merupakan pagar untuk menghindari kebebasan dalam
pergaulan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Meskipun larangan
pernikahan sara urang tidak diatur dalam syariat Islam, akan tetapi ketentuan
dalam hukum adat tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari
kemafsadatan atau keburukan sesuai dengan konsep Sadd Addzariah. Oleh
sebab itu orang tua selalu mengingatkan agar tidak melanggar adat yang sudah
diterapkan secara turun temurun dan hal ini terus diingatkan kepada generasi
penerus. Selain itu orang tua juga mengharapkan kepada anak-anaknya supaya
dapat memberikan kebaikan dan menjaga kehormatan keluarga serta jauh dari

kemafsadatan.
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B. Saran

1. Bagi masyarakat Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing, suatu tradisi
memang sudah melekat dalam diri seseorang, akan tetapi harus mengandung
manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan yang paling utama tradisi tersebut
tidak merugikan untuk orang lain, dan diharapkan untuk masyarakat Kampung
Pedekok agar selalu memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk
dilakukan. Serta bagi masyarakat di luar Kampung Pedekok sebelum menilai
baik atau buruknya sebuah adat yang sudah diterapkan alangkah baiknya
mencari tahu terlebih dahulu asal usulnya.

2. Bagi para tokoh adat dan tokoh agama yang terlibat dalam mengatur jalannya
pemberlakuan adat larangan pernikahan sara urang disarankan agar semua
sanksi adat yang berlaku dapat dirumuskan dalam bentuk tertulis. Kemudian
sebaiknya tokoh adat dan tokoh agama juga perlu mengadakan kajian ulang
terkait ada ini, dengan melihat banyak manfaat dalam pemberlakuan adat
tersebut. Hal ini dapat meluruskan pemahaman bagi masyarakat yang belum
memahami supaya terhindar dari pemikiran yang tidak diinginkan.

3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan
sangat membutuhkan kritik serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh
sebab itu, diharapkan oleh peneliti selanjutnya dapat melibatkan objek yang
lebih luas dan bisa saja menggunakan teori antropologi hukum untuk mengkaji
lebih dalam terhadap adat larangan pernikahan yang ada dalam masyarakat
Gayo guna memberikan dampak positif pada pembaca dan kehidupan

masyarakat.
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